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ABSTRAK
Nama penyusun :  HENDRA PRATAMA
NIM :  30600110016
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Elite Politik Lokal Terhadap Masyarakat Menjelang
Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar.
Skripsi ini mengkaji tentang peran elite politik lokal dalam pemilihan presiden
tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Penelitian ini
menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran elite politik
lokal (governing elite) terhadap masyarakat menjelang pemilihan presiden tahun
2014, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal
dimasyarakat menjelang pemilihan presiden tahun 2014.
Hasil penelitian ditemukan peran elite politik lokal (governing elite) terhadap
masyarakat yaitu dengan cara memberikan arahan kepada masyarakat agar pada
pemilihan presiden tahun 2014 hak suaranya digunakan agar terciptanya pemilihan
presiden yang sempurna dan tidak golput (golongan putih) karena menentukan nasib
Negara lima tahun kedepan. Adapun persepsi masyarakat terhadap elite politik lokal
adalah adanya kecenderungan dalam memihat calon presiden yang didukungnya.
Cara-cara yang mereka lakukan yaitu membagi-bagikan kostum kampanye (baju,
topi, dan rompi), memberikan arahan kepada pemilih pemula dan meminta dukungan
kepada keluarga dan kerabat agar bisa memilih calon presiden yang didukungnya
pada saat pemilihan presiden tahun 2014.
Kata kunci : Elite Politik Lokal (governing elite), Pemilihan Presiden Tahun
2014, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar  Belakang
Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan
prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu
bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan pejabat pemerintah,
yaitu pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pemilihan presiden secara
langsung, serta pemilu kepala daerah.1
Hendaknya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjunjung nilai-nilai
demokrasi yang didalamnya mengandung asas-asas musyawarah. Seperti halnya
ajaran islam demokrasi juga menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Maka jika
semua hal itu dapat kita terapkan dalam kehidupan, InsyaAllah akan tercipta
kehidupan yang damai. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran
Ayat 159 .
                
               
   
1 Janedri M Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta 2012, hal 92
2Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya.
Demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara
yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Demokrasi adalah wujud pengakuan
konstitusional bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Berdasarkan prinsip
tersebut, pemerintahan negara pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu
pemerintahan yang dibentuk dari, dan, oleh rakyat, serta untuk kepentingan
seluruh rakyat. 2
Salah satu proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat
adalah pemilihan umum. Beberapa negara di dunia ini sangat menitikberatkan
peran seluruh masyarakat agar partisipasi politik sempurna, dalam artian
kesempurnaan partisipasi politik baru dapat terlihat ketika menghadirkan rakya
untuk memberikan pilihan. Seluruh rakyat bagian demokrasi harus sedapat
mungkin memberikan pilihan tanpa adanya hambatan dalam aspek apapun.
Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk
melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu
2 Amin Ibrahim, Dinamika Politik Lokal, Mandar Maju, Bandung  2013, hal  85.
3dilakukan melalui pemilu. Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme
mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya
memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara,
tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada
pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil
rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat.3
Maka dari itu para penguasa harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya
(ahlinya). Jika mereka memutuskan perkara diantara manusia harus seadil-
adilnya. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa Ayat 58 Allah berfirman :
                  
              
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang,
sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang
diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan
3 Janedri M Gaffar, Politik Hukum pemilu, Konstitusi Press, Jakarta 2012, hal 44
4kebebasan bersikap, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.
Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-
satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan
lain yaitu lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan
partai, lobbying, dan sebagainya.4
Pemerintah Negara Indonesia berkeinginan menyelenggarakan pemilu,
sejak awal terbentuknya NKRI, seperti yang tersirat dalam Maklumat Wakil
Presiden RI Tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai
politik. Sejak Indonesia merdeka, Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan
umum yang pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada dua alasan
penting, mengapa pemilihan umum dilaksanakan, Pertama untuk melaksanakan
prinsip demokrasi, kedua untuk mencapai stabilitas politik. Pemilihan umum
diharapkan mampu untuk mengakhiri krisis kabinet, dan mengukur kekuatan
partai politik. Keinginan untuk mengadakan pemilihan umum, sudah menjadi cita-
cita bangsa Indonesia.5
Dekrit yang dikeluarkan oleh wakil presiden Mohammad Hatta pada 3
November 1945 tersebut mendorong para pemimpin politik untuk membentuk
partai politik. Dapat dilihat bahwa maklumat wakil presiden pada waktu itu
menunjukkan bahwa negara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan suatu
sarana yang dapat mewakili rakyat, yang pada akhirnya dapat menciptakan
kemakmuran dan demokrasi di Indonesia, yaitu partai politik. Partai politik
4 Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008,
hal 461.
5Lukman Ramdhani Firmansyah, Jurnal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955,
Volume 1, No. 1, Januari 2013.
5sebagai salah satu sarana berpartisipasi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai
sarana komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan,
rekrukmen politik, dan sebagai sarana pengaturan konflik.6
Sejarah pemilu Indonesia diawali tahun 1955, jumlah peserta pemilu
sebanyak 29 partai politik. Pemilu 1971 jumlah peserta pemilu sebanyak 10 partai
politik. Pemilu 1977 jumlah partai politik sebanyak 3 partai politik yaitu Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi
Indonesia (PDI). Pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997 masih diikuti partai
besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan pada pemilu tahun 1999 jumlah
partai politik sebanyak 48 partai politik.7
Tahun 2004 bangsa Indonesia memasuki era baru dalam penentuan jabatan
presiden dan wakil presiden, yakni dipilih secara langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum lansung. Sesuai amanat konstitusi hasil perubahan Ketiga atas
UUD 1945. Presiden dan wapres dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa
jabatan lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lima
tahun kedua.8
Pada pemilihan lansung presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2004
periode 2004-2009 adalah Pemilihan umum langsung ini yang pertama
diselenggarakan di Indonesia yang dimana presidennya dipilih langsung oleh
6 Miriam Budhiarjo, Demokrasi, Gramedia Pustaka Umum, Jakatra 2008, hal 202.
7 http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/27/daftar-partai-politik-di-
indonesia-dari-tahun-1955-hingga-tahun-2009/ (diakses pada tanggal 4 Juli 2014, pukul 15.24
wita).
8 Syamsuddin Haris, Partai Pemilu dan Parlemen era reformasi,  Obor Indonesia, Jakarta
2014, hal 147.
6rakyat. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran dan dimenangkan
oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad
Jusuf Kalla.
Pemilihan presiden dan wakil presiden republik Indonesia tahun 2009
periode 2009-2014. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono berhasil
menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara
60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto
dan Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto.9
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya
digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan umum presiden tahun 2014
mempertemukan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa.
Berikut surah yang mengenai tentang memimpin dan berkuasa yang harus
sesuai dengan norma dan hukum tuhan, semoga calon presiden kita nanti bisa
menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan norma dan hukum Tuhan.
Dalam Al-Qur’an Surah An-nur ayat 55 Allah berfirman :
          
              
9 http://kpu.go.id/ (diakses, pada tanggal 4 juli 2014, Pukul 02.14 Wita)
7                  
         
Artinya : Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman
sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu
apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka
mereka Itulah orang-orang yang fasik.
Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan presiden yang
melibatkan rakyat agar terselenggaranya pemilihan umum dengan sempurna.
Salah satu keberhasilan pemilihan umum tidak terlepas dari para elite yang
membuat masyarakat bisa ikut untuk berpartisipasi baik itu pemilihan presiden
maupun pemilihan gubernur dan lain lain.
Vifredo Pareto mengatakan bahwa yang disebut dengan elite politik adalah
sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat
mengjangkau kekuasaan sosial politik. Elite merupakan orang-orang yang
berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto
8menyakini bahwa elite yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu
umumnya berasal dari kelas yang sama yakni orang-orang yang pandai. Ia
menggolongkan mayarakat ke dalam dua kelas laipsan atas (elite) dan lapisan
bawah (non elite). Lapisan atas suatu kelas elite terbagi dalam dua kelompok,
yakni (1) elite yang memerintah, (governing elite) dan (2) elite yang tidak
memerintah (non governing elite)10
Pemilihan presiden yang digelar 9 juli 2014 di Indonesia, tidak
dipungkiri akan memungkinkan peran elite disetiap daerah untuk memenangkan
calonnya tersebut. Peran elite ini sangat bisa untuk mengubah pikiran atau
wawasan masyarakat mengenai para calon yang ikut dalam pemilihan presiden
dengan dijanjikan sesuatu yang bisa menguntungkan bagi masyarakat, contohnya
diberikan uang, baju kampanye, stiker, jaket, topi, dan lain lain.
Penelitian ini akan berfokus pada elite politik yang memerintah (governing
elite) di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Benteng
mempunyai tiga Kelurahan yang diantaranya Kelurahan Benteng, Kelurahan
Benteng Selatan, dan Kelurahan Benteng Utara. Tingkat partisipasi
masyarakatnya pada pemilihan bupati Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun
2010 sangat cukup baik, yang dimana jumlah penduduk di Kecamatan Benteng
21.344 jiwa dan yang ikut berpartisipasi pada pemilihan bupati Kabupaten
Kepulauan Selayar sebanyak 14.523 jiwa diantaranya laki-laki 6.720 dan
perempuan 7.803.11
10 Usman Kolip dan Elly M. Setiadi, Pengantar sosiologi politik, Kencana Prenadamedia
Group 2013, hal 40-41.
11 Sumber : KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar 2010.
9Kita ketahui bahwa sahnya tahun 2014 adalah tahun politik karena pada 9
juli kita akan melakukan suatu partisipasi politik yang dinamakan pemilihan
umum dimana seluruh masyarakat dibutuhkan agar terlaksananya pemilihan
umum dengan sempurna.
Untuk mengajak masyarakat  bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan
presiden maka para elite harus jeli melihat masyarakat yang dimana masyarakat
sekarang ini sudah modern khusunya di Kecamatan Benteng, Kabupaten
Kepulauan Selayar  sudah susah untuk terpengaruh oleh janji-janji para calon
presiden maka dari itu para elite mencari  dengan cara apa agar masyarakat bisa
memilih calonnya tersubut.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka sangat menarik penulis
untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Elite Politik Lokal Terhadap
Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar”.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah
penelitian yakni :
1. Bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat  menjelang
Pemilihan Presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan
Selayar ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terahadap peran elite politik lokal
dimasyarakat menjelang pemilihan presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar?
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Dalam suatu penelitian, tentu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat
penelitian begitupun dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan
peran elite politik terhadap masyarakat menjelang pemilihan presiden di
Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis ialah ingin
mengetahui bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat di Kecamatan
Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan persepsi masyarakat terhadap peran
elite poltik lokal dimasyarakat menjelang pemilih presiden tahun 2014.
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :
1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai posisi dan peran
elite politik terhadap masyarakat.
2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran elite politik.
3) Memberikan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat
tentang posisi dan peran elite politk.
D. Tinjauan Pustaka
Sepanjang penelusuran penulis mengenai judul ini, memang telah banyak
yang telah melakukan penelitian mengenai  peran elite politik lokal, namun, yang
membedakan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada konsep tempat
terselenggaranya penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui telaah pustaka
(library research), maupun penelitian lapangan (field research) . Diantaranya :
11
1. Penelitian yang dilakukan oleh Baju  Pramutoko tahun 2012 tentang
“Pemahaman Elite Politik Terhadap Kebijakan Mutasi Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri”.
Penelitian ini adalah merupakan kajian ilmu ekonomi dalam bidang
manajemen sumber daya manusia, dimana kebijakan mutasi pegawai merupakan
kajian utama dalam penelitian ini. Kemudian terbingkai dalam kajian manajemen
politik karena bersentuhan keterlibatan elite politik dalam penelitian ini, dimana
peneliti menggali lebih dalam tentang pemahaman elite politik yang ada di Kota
Kediri tentang kebijakan mutasi pegawai dilingkungan pemerintah Kota Kediri.
Melalui rancangan ini gambaran representasi pemahaman elite politik lokal
terhadap kebijakan mutasi pegawai dilingkungan pemerintah Kota Kediri dilihat
sebagai fokus penelitian.
Bahwa sahnya kebijakan mutasi pegawai dilingkungan kota Kediri,
menjadi kontroversial sejak walikota Kediri, Dr.H. Samsul Ashar,S.pd yang
berpasangan dengan Abdullah Abubakar,SE dilantik pada tanggal 4 april 2009.
Hal ini terjadi karena diera kepemimpinannya sering melakukan mutasi pengawai
dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas, ditambah dengan isu jual jabatan
yang membaregi mutasi pegawai  tersebut.12
2. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto tentang “Elite Politik Lokal
Dalam Perubahan Sistem Politik”.
Elite politik lokal yang diposisikan sebagai pelaku (agency) dalam konteks
strukturasi yang dikemukakan Anthony Giddens 1984. Dalam posisinya sebagai
12 Baju Pramutoko , Pemahaman Elite Politik Terhadap Kebijakan Mutasi Pegawai Di
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia
2012,Nomor 26-27.
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pelaku, elite politik lokal sangat mungkin memperoleh pembatasan (constraining)
atau pemberdayaan (enabling) dari struktur (structure).
Perjalanan sejarah mencatat bahwa posisi mereka sebagai elit politik lokal
mengalami pasang surut dengan perubahan yang terjadi. Mereka yang pada
rentang waktu tertentu mengalami pembatasan dari struktur yang ada, berubah
nasibnya menjadi mengalami pemberdayaan pada kurun waktu yang lain.
Demikian pula ada diantara mereka yang semula mengalami pemberdayaan
berubah menjadi mengalami pembatasan dari struktur.
Struktur yang ada terbuka kemungkinan untuk dimaknai secara berbeda
oleh elite politik lokal yang berasal dari berbagai kalangan. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa elite politik lokal sebagai pelaku memperoleh pembatasan
ataupun pemberdayaan dari struktur yang ada.13
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rasadi tentang “Konflik Elite Politik
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Secara langsung
Tahun 2006”
Konflik di artikan sebagai suatu pertentangan, pertikaian dan perkelahian.
Konflik biasanya terjadi didalam memperebutkan jabatan atau kedudukan. Begitu
juga halnya dengan pilkada, karena pilkada merupakan pesta lokal bagi daerah-
daerah yang pelaksanaanya dilakukan setiap lima 5 tahun sekali yang bertujuan
untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan
demokratis.
13 Haryanto, Elite Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik, Jurnal Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, Nivember 2009, Volume 13, Nomor 2.
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Elite politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan
politik dieksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilu dan dipilih dalam
proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elite politiknya seperti: Gubenur,
Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik.
Konflik yang terjadi pada pilkada langsung di Kabupaten Aceh Tenggara
merupakan konflik dalam bentuk rivalitas, persaingan dan pertentangan yang
sudah tampak dari awal proses lambatnya pembentukan KIP Kabupaten Aceh
Tenggara dan dan Pengusungan Bakal Calon Kepala Daerah.
Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara Drs.
H. Armen Desky dengan Ir.H. Hasanuddin B. MM pada pilkada langsung di
Kabupaten Aceh Tenggara menunjukan adanya bentuk pertentangan antara tiga
kekuatan politik utama. Pertama, adanya pertentangan antara calon itu sendiri,
Kedua, adanya pertentangan antara kekuatan partai politik. Ketiga, adanya
pertentangan antar kelompok yang berimbang kekuatanya.14
E. Kerangka Teori
1. Teori Elite Politik
Mulanya teori elite politik, lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial
Amerika tahun 1950, antara Schumpeter, Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiolog
C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal
munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto
Michels dan Jose Ortega Y. Gasset.
14 Rasadi, Konflik Elite Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara Secara langsung Tahun 2006, Universitas Sumatra Utara, Medan : Sebuah Skripsi). hal
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Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang
mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada
kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan
adalah selalu merupakan yang terbaik merekalah yang dikenal sebagai elite.
Elite merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki
jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elite yang
ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang
dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang
mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan
sebagainya.
Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas,
yaitu elite, yang terbagi ke dalam elite yang memerintah (governing elite) dan
elite yang tidak memerintah (non-governing elite), (2) lapisan yang lebih rendah,
yaitu non-elite. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elite yang
memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan
dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.15
Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dapat dilihat pada perbedaan
kelompok-kelompok yang ada didalamnya. Atau dengan perkataan lain, dalam
masyarakat terdapat berbagai macam kelompok seperti kelompok keagamaan,
profesi (ikatan profesi), ekonomi (perusahaan), budaya (kelompok keseniaan),
politik (partai politik), dan lain-lain.
15 Anthonius P Sitepu , Teori-Teori Politik, Yogyakarta: Graham Ilmu 2012, hal 82
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Setiap kelompok selalu terdapat segelintir orang yang lebih cakap dan
berpengaruh dibandingkan dengan yang lainnya. Merekalah yang disebut dengan
elite, yaitu mereka yang tampil didepan sebagai pihak yang berpengaruh dalam
kelompok. Dibidang pemerintahan, elite mampu meraih kekuasaan dan
kedudukan dengan dua cara, yaitu (1) kekuasaan atau kekerasan fisik, dan (2)
siasat dan strategi politik.16
2. Teori Partisipasi Politik
Herbert mcClosky seorang tokoh masalah partisipasi pendekatan bahwa
partisipasi politik  adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat
melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan
secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan
untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya
lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai
secara otoritarif untuk masyarakat.
Samuel P.Huntington dan joan M.Nelson dalam hubungan dengan Negara-
negara partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-
pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh
pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau
spontan, mantap, atau sporadis secara damai atau dengan kekerasan , legal atau
iliegal, efektif atau tidak efektif.
16 Anthonius P Sitepu, Teori-Teori Politik, Yogyakarta: Graha ilmu 2012, hal  83
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Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui
pemberian suara atau kegitan lainnya, terdorong oleh kenyakinan bahwa melalui
kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang kurangnya
diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memegaruhi tindakan dari
mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat dengan kata
lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.17
Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson
meliputi:
A. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan
untuk kampanye, bekerja dalam satu pilihan, mencari dukungan bagi
seseorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi
hasil proses pemilihan.
B. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin
politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka
mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
Seperti, kegiatan yang ditunjukkan untuk menumbuhkan dukungan
bagi oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan
administratife.
C. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota pejabat
dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah
memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
17 Meriam Budiarjo ,Dasar Dasar Ilmu Politik,PT Gramedia Pustaka Utama 2008,hal
367-368
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D. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang
ditunjukkan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan
maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir
orang.
E. Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk
partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk
mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai
upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan
jalur menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta
benda.18
3. Teori Pilihan Rasional
Ramlan subakti mengemukakan teori pilihan rasioanl yang melihat
kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang
dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat
memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatife berupa
pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kadidat yang hendak
mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.19
Dikaitkan dengan perilaku politik masyarakat di Indonesia pada saat
pilkada, dapat dijelaskan secara sederhana. Ilustrasinya, apabila pasangan calon
dipilih oleh pemilih (voter) bedasarkan kesamaan visi misi seperti yang
ditawarkan oleh partai politik dalam kampanye dipersiapkan tidak akan mampu
18 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
hal 188-189.
19 Subakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widjasarana
Indonesia, 1992. hal 140
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memenuhi keinginan sang pemilih, maka sipemilih akan melakukan perubahan
pilihan sesuai dengan program yang ditawarkan oleh kadidat lain yang sesuai
dengan pikiran sipemilih.
Namun demikian, tidak sedikit warga yang juga tidak terlalu peduli
dengan persoalan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Sebagus apa pun
program yang telah dibuat dan diusung, bagi mereka yang terpenting adalah
bagaimana mendapatkan uang saat kampanye, atau memperoleh atribut kampanye
seperti kaos, topi, syal, stiker, dan bahkan dapat melihat artis-artis secara langsung
dalam acara-acara kesenian yang diselenggarakan oleh para kadidat pilkada untuk
menghibur pemilih mereka.
Hal ini sangat wajar terjadi pada masyarakat pragmatis seperti di
Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada jaminan program yang
ditawarkan akan terealisasi dikemudian hari. Oleh karenanya, hal yang sangat
rasional bagi mereka dimasa kampanye adalah bagaimana mereka mendapat uang,
mendapat atribut, atau dapat melihat artis idola saat kampanye.
Oleh karena itu, tidak sedikit elite politik yang merancang kegiatan
kampanye untuk merebut hati pemilih dengan memfokuskan pada kegiatan-
kegitan seperti tersebut diatas. Anggapan mereka, kampanye yang terlalu formal,
serius, dan “intelek” tidak cocok dengan mayoritas warga masyarakat kita yang
bertindak pendidikan menegah (bahkan rendah).
Bagi elite politik dalam kubu ini yang terpenting dari kampanye adalah
bagaimana memanfaatkan dana yang tersedia untuk menyediakan kebutuhan-
kebutuhan ril masyarakat. Karenanya, metode-metode, seperti bagi-bagi sembako,
19
memberikan uang dalam jumlah puluhan hingga ratusan ribu (fresh money),
sampai dengan membagikan baju, rompi, ataupun menyediakan hiburan bagi
masyarakat merupakan cara kampanye terbaik.20
4. Teori Modal Sosial
Definisi modal sosial sangat beragam, namun secara umum modal sosial
dapat dimaknai sebagai institusi, hubungan, sikap dan nilai yang memfasilitasi
interaksi antar individu antar kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan
kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat itu
sendiri.
Menurut Pierre Bourdieu ada 3 dimensi modal yang berhubungan dengan
kelas sosial yaitu: modal ekonomi, modal kultural, dan modal sosial. Modal sosial
bagi Bourdieu adalah relasi sosial yang dapat dimanfaatkan seorang elite dalam
rangka mengejar kepentingannya. Dengan demikian modal sosial bisa menjadi
alat perjuangan kelas. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya
yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang dengan memanfaatkan
jaringan, atau hubungan yang terlembaga dan ada saling mengakui antar anggota
yang terlibat didalamnya.
Dari definisi tersebut ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam
memahami modal sosial yaitu:
pertama, sumber daya yang dimiliki seseorang berkaitan dengan
keanggotaan dalam kelompok dan jaringan sosial. Besarnya modal sosial yang
20 Agustino Leo, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009. hal 201-202.
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dimiliki seseorang tergantung pada kemampuan orang tersebut memobilisasi
hubungan dan jaringan dalam kelompok atau dengan orang lain diluar kelompok.
Kedua, kualitas hubungan antar elite lebih penting dari pada hubungan
dalam kelompok. Bourdieu melihat bahwa jaringan sosial tidak bersifat alami,
melainkan dibentuk melalui strategi investasi yang berorientasi kepada
pelembagaan hubungan kelompok yang dapat dipakai sebagai sumber untuk
meraih keuntungan.21
Pierre Bourdien berpendapat bahwa dalam masyarakat modern terdapat
dua system hirarkis yang berbeda yaitu: system ekonomi dimana posisi dan
kekuasaan ditentukan oleh uang dan harta sebagaimana hasrat yang lazim
berkembang dalam kepentingan kapital atas kekuasaan dan kedua perolehan
modal budaya sebagai jalan memperoleh kekuasaan simbolik dalam sebuah
masyarakat. Modalitas simbolik atau modal budaya ini berguna sebagai sumber
dominasi karena berhubungan dengan kepentingan akan status sosial.22
F. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kepustakaan dan lapangan karena data-data yang
diperoleh selain dari sumber literature (library research), juga diperoleh dari
lapangan (field research). Secara toritis, metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai  berikut :
21Salis Mushaf , Modal Sosial, http://mushafsalis.blogspot.com/2012/12/modal-
sosial.html. (Sumber Online di akses, Maret 2014)
22 Arsyad Rahman M, Perang Kota Studi Politik Lokal Dan Kontenstasi Elite Boneka,
Resist Book 2014,hal  61
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah salah satu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.23
2. Objek Penelitian
Adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah di Kecamatan Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Prosedur Pengumpulan Data
A. Tahap Persiapan
Sebagai langkah awal penelitian, penulis melakukan observasi (mengamati)
lokasi penelitian serta sarana dan prasarananya agar dalam penelitian ini dapat
mempermudah melaksanakan wawancara dengan informan-informan terpilih.
Setelah tahap pertama selesai maka langkah selanjutnya adalah wawancara
kepada informan.
B. Tahap Pengumpulan Data
Langkah pertama yaitu dengan library research yaitu  pengumpulan data
melalui penelusuran membaca buku-buku atau literature yang berkaitan dengan
masalah yang akan di bahas, dengan cara yaitu:
1. Kutipan Langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan
materi penulisan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.
2. Kutipan Tidak Langsung yaitu analisa yang dilakukan setelah membaca
referensi dan rujukan berupa kesimpulan dan komentar.
23 Andi Prastowo, Metode Penelitian  Kualiatatif  Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian , Ar-Ruzz Media, Depok 2011, hal 22.
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Sebangai langka kedua maka peneliti menggunakan Field research yaitu
metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada
obyek penilitian yang telah di tentukan dengan cara :
1. Interview secara langsung dengan informan yang dianggap dapat
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti, serta dapat mewakili
informan lainnya
2. Dokumentasi dimana peniliti bisa mengumpulkan bukti-bukti atau
keterangan-keterangan yang dapat diperoleh dikantor-kantor pemerintah.24
C. Metode Pengolahan dan analisis Data
1. Reduksi data: data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis
setiap selesai mengumpulkan data, kemudian data-data tersebut direduksi, yaitu
dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Pengambilan kesimpulan dan verivikasi: adapun data yang didapat itu
dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara
mengumpulkan data baru. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang bersifat
kualitatif akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan oleh peneliti
berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti akan berupaya memberikan pandangan
dan saran yang diharapkan akan bermanfaat.
24 Burham Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan
Kuantitatif, (Surabaya: Airlangga University Pres 2001), hal 30
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G. Sistematika Penulisan
 Bab I, terdapat pendahuluan yang mengjelaskan tentang latar
belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang akan
diteliti, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang
meliputi tentang elite politik, kerangka teori dan metode penelitian.
 Bab II. A. Gambaran umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
B. Gambaran umum lokasi penelitian.
 Bab III, analisis tentang bagaimana peran elite politik terhadap
masyarakat menjelang pemilihan presiden tahun 2014 di
Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan persepsi
masyarakat terhadap elite politik lokal terhadap masyarakat.
 Bab IV, kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menguraikan
inti dari hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan




A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar
Pada Masa lalu, Kabupaten Kepulauan Selayar perna menjadi rute dagang
menuju pusat rempah-rempah di Moluccan (Maliku). Di Pulau Selayar, para
pedagang singga untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik
untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama
Selayar berasal dari kata cedaya (bahasa sanskerta) yang berarti satu layar, karena
konon bayak perahu satu layar yang singgah di pulau ini.
Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang
yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat
berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat
maupun ke timur untuk kesalamatan pelayaran mereka.
Kabupaten Kepulauan Selayar, dahulu Kabupaten Selayar perubahan nama
berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008 adalah sebuah kabupaten yang terletak di
Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota
Benteng. 25
Kabupaten Kepulauan Selayar cukup banyak meliputi wisata sejarah,
wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari. Salah satu yang terkenal adalah
Taman Nasional Taka Bonerate yang terletak di kecamatan Takabonerate.
Kawasan ini terdiri dari 21 buah pulau serta puluhan taka dan bungin, umumnya
terbentuk dari endapan pasir dan biosfer. Taman Nasional Taka Bonerate
25 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kepulauan Selayar
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memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia (terbesar di Asia Tenggara) yaitu
setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa.
Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektare, dengan terumbu karang yang tersebar
datar seluas 500 km². Dalam rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini
setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk Takabonerate Island Expedition
(TIE). Kegiatan ini sudah masuk dalam kalender kegiatan pariwisata nasional dan
rencananya pada setiap setahun sekali akan akan diadakan "Sail Taka Bonerate".
Takabonerate Island Expedition akan diisi kegiatan lomba rutin seperti
Takabonerate International Fishing Tournament, menyelam, lomba foto di bawah
air dan lomba renang antar pulau terbuka dengan jarak antara lima hingga enam
kilometer. Selain obyek wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate terdapat
pula tempat-tempat wisata yang menyebar hampir di seluruh Kecamatan di
Kabupaten Kepulauan Selayar.
B. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar
Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara
5042’~7035’ Lintang Selatan dan 120015’~122’ 30’ Bujur Timur. Kabupaten
Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan,
dan satu-satunya Kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi, dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Teluk Bone;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Perairan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Selatan dengan Laut Flores.
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Kabupaten Kepulauan Selayar terletak ditengah bentangan barat-timur
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut
dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan
laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi
domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat
Selayar, sehingga Selayar sangat potensi dikembangkan sebagai Pusat Distribusi
Logistik sembilan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau
kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama
disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan
pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut
Takabonerate.
Wilayah KabupatenKepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik pulau
besar maupunpulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk,
sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni
tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang,
Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato,
Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki’di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan
lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 26 buah.
Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69
km2 dimana luas daratan 1.357,03 km2, sedangkan luas laut 9.146,66 km2, dengan
panjang garis pantai yaitu 670 km.  Secara administratif Kabupaten Kepulauan
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Selayar terbagi atas 11 Kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 (lima)
kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan
ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya Benteng
Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan
Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya
Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-
masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu
ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan,
Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya
Buki dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata.
Kabupaten Kepulauan Selayar dikelilingi oleh laut dalam. Kondisi
lingkungan ini sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap kondisi fisik, sosial,
budaya, politik dan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu
pemahaman yang memadai mengenai kondisi lingkungan laut merupakan suatu
prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam merencanakan pengembangan
pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu pada bagian
selanjutnya akan dipaparkan beberapa parameter oseanografi yang penting, seperti
suhu permukaan laut, salinitas, lapisan air tercampur, arus, dan kandungan
klorofila. Masing-masing parameter disajikan sebarannya menurut waktu dan
ruang (horizontal dan vertikal).
Dari bentuk dan letak geografisnya, pantai di Kabupaten Kepulauan
Selayar sangat bervariasi. Di Pulau Selayar, pantai di bagian barat dan timur pulau
tersebut sangat berbeda. Pantai di bagian timur pulau pada umumnya terjal dan
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disusun oleh batu gamping, bagian bawah tebingnya menunjukkan bekas abrasi.
Hanya di beberapa tempat pantainya landai dan tersusun oleh endapan pasir putih
hasil rombakan koral. Kenampakan pantai semacam ini dijumpai di bagian selatan
pulau, di Desa Appatana. Kenampakan semacam ini juga dijumpai di Desa
Jammeng yang tersusun oleh bahan sedimen, yang merupakan hasil rombakan
batuan volkanik, dan berukuran bongkah dengan bentuk yang membundar.
Pantai dibagian barat pulau sangat bervariasi. Bagian utara pada umumnya
berpantai landai. Kelandaian pantai dapat terlihat pada waktu air laut surut,
dimana dataran pantai menjorok ke laut sejauh 50 – 200 meter. Di beberapa
tempat pantainya ditumbuhi mangrove dan dimanfaatkan oleh masyarakatuntuk
tambak,sedangkan di bagian selatan, mulai Selatan kota Benteng,pantainya relatif
terjal sampai di Appatana.
Pantai pada pulau-pulau lain yang terbentuk oleh terumbu karang pada
umumnya landai dan disusun oleh endapan pasir putih hasil rombakan koral.
DiKecamatan Jampea yang tersusun oleh batuan beku granit, perairan pantainya
relatif dalam, dan pantainya relatif landai sampai sekitar 159 meter ke arah laut.
Bahan sedimen pantai yang terbentuk di Pulau Selayar pada umumnya berukuran
pasir sedang yang berwarna putih dan disusun oleh pecahan karang, cangkang
moluska. Meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar, endapan pantai di
Pulau Selayar bagian timur berukuran pasir halus hingga pasir sedang,berwarna
putih dan disusun oleh pecahan karang dan cangkang moluska. Di Appatana,
endapan pantai yang terbentuk berukuran pasir sedang hingga pasir halus. Seperti
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halnya di tempat lain di Pulau Selayar, endapan pasir di Appatana juga berwarna
putih dan disusun oleh pecahan karang dan cangkang moluska.
Pulau Kayuadi, endapan pantainya berwarna putih dan disusun oleh
pecahan karang dan cangkang gastropoda. Di Pulau Jampea, endapan pantainya
cukup bervariasi, baik ukurannya maupun bahan penyusunnya. Endapan pantai di
pulau ini bervariasi mulai dari pasir sedang, pasir halus dan lumpur. Warna
endapannya juga bervariasi mulai dari putih sampai putih ke abu-abuan. Di Pulau
Kalotoa, endapan pantainya berukuran pasir agak kasar hingga kasar, berwarna
putih dan disusun oleh pecahan karang dan cangkang moluska.
C. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 tercatat
sebanyak 124.553 jiwa yang terdiri dari laki-laki 59.800 jiwa dan perempuan
64.753 jiwa. Sedangkan Jumlah kecematan Kabupaten Kepulauan Selayar
sebanyak 11 Kecamtan dan memiliki 7 kelurahan, 81 desa, 63 RW, 567 RT.
Terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi
Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan
Buki, Kecamatan Bontomatene, dan Kecamatan Bontosikuyu. Sedangkan wilayah
kepulauan yaitu Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur,
Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecematan
Pasilambena.26 Berikut  dalam bentuk tabel menurut kecamatan sebagai berikut :
26 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam angka 2013
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Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
NO PENDUDUK
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
I Benteng 10.748 11.664 22.412
2 Bontoharu 6.181 6.523 12.704
3 Bontomanai 6.067 6.259 12.326
4 Buki 2.948 3.232 6.180
5 Bontomatene 5.897 6.776 12.673
6 Bontosukiyu 7.048 7.458 14.506
7 Pasimasunngu 3.690 4.115 7.805
8 Pasimasunggu Timur 3.472 3.861 7.333
9 Takabonerate 6.200 6.418 12.618
10 Pasimarannu 4.175 4.836 9.011
11 Pasilambena 3.374 3.611 6.985
Kabupaten Kepulauan
Selayar 59.800 64.753 124.553
Sumber : BPS, Kepulauan Selayar dalam angka 2013
Penyebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dirinci meneurut
kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masiih terkonsentrasi di wilayah
Kecamatan Benteng, yaitu sebanyak 22.412 jiwa, di susul Kecamatan
Bontosikuyu sebanyak 14.506 jiwa, Kecamatan Bontoharu sebanyak 12.704 jiwa,
sedangkan jumlah pendudk paling rendah yaitu Kecamatan Buki sebanyak 6.180
jiwa, kemudian di urutan 4, 5, dan 6, Kecematan Bontomatene sebanyak 12.673
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jiwa, Kecamatan Takabonerata sebanyak 12.673 jiwa, dan Kecamatan
Bontomanai diposisi ke 6 sebanyak 12.326 jiwa, di susul posisi 7 Kecamatan
Pasimarannu 9.011 jiwa, kemudian diikuti Kecamatan Pasimasunggu sebanayak
7.805 jiwa, sedangkan diposisi 9 dan 10 , Kecamatan Pasimasunggu Timur
sebanyak 7.333 jiwa dan Kecamatan Pasilambena sebanyak 6.985 jiwa. Berikut
tabel dengan jumlah penduduk menutur jenis kelamin dan kelompok umur
Tabel 2






Laki-Laki Perempuan Total Sex Rasio
1 0 – 4 6,195 6,152 12,347 100.70
2 5 – 9 5,997 5,723 11,720 104.79
3 10 – 14 6,358 6,082 12,440 104.54
4 15 – 19 5,367 6,174 11,541 86.93
5 20 – 24 4,227 4,993 9,220 84.66
6 25 – 29 4,119 5,629 9,748 73.13
7 30 – 34 4,259 4,953 9,212 85.99
8 35 – 39 4,182 4,872 9,054 85.84
9 40 – 44 3,793 4,362 8,155 86.96
10 45 – 49 3,287 3,647 6,934 90.13
11 50 – 54 3,071 3,251 6,322 94.46
12 55 – 59 2,047 2,356 4,403 86.88
13 60 – 64 2,114 2,497 4,611 84.66
14 65 + 3,645 4,778 8,423 76.29
JUMLAH 59,800 64,753 124,553 89.00
Sumber : BPS, Kepulauan Selayar dalam angka 2013
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D. Pemerintahan
Kabupaten Selayar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 59
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi.
Pada tahun 2008, Kabupaten Selayar telah berubah nama menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008.
Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan
sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier
(menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang
Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten
Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah kepala
pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta
Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah
berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda,
jabatan pemerintahan dibawah keresidenan adalah Reganschappen.
Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh
pribumi bergelar "Opu", dan kalau memang demikian, maka setidak-tidaknya ada
sepuluh Reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen
Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki, Reganschappen
Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan Reganschappen Bontobangun. Di
bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau
dan Gallarang. Pada tanggal 29 November 1945 (19 Hari setelah Insiden Hotel
Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok
dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas
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Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial. Para pemuda ini
mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini
dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun Hari Jadi
diambil dari tahun masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang
dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja
Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin,
pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga
ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 29 November 1605.
Berikut tabel daftar nama-nama bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun
1969 sampai sekarang dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3
Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tahun 1969 Sampai
Sekarang.
NO Nama Bupati Periode
1 Abd. Rauf Rahman 1969 -1971
2 A. Palioi 1971 - 1974
3 H. Andi Bachtiar 1974 -1975
4 Drs.Anas Achmad 1975 - 1983
5 Drs. H. A. Achmat Natsir 1983 - 1984
6 Ismail 1984 -1989
7 Drs. Z. Arifin Kammi 1989 - 1994
8 Drs. H. M. Akib Patta 1994 - 2004
9 H. A. Syamsul Alam Mallarangeng 2004-2005
10 Drs. H. Syahrir Wahab, MM 2005 Sampai Sekarang
Sumber : Dinas Kependudukan Kepulauan Selayar
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VISI Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015,
dibawah kepemimpinan duet Bupati Syahrir Wahab dan Wakil Bupati Saiful Arif,
yaitu "Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera Dan
Relegius". Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar menetapkan enam misi.
Misi
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Infrastruktur Dasar masyarakat
3. Memperdayakan Ekonomi Kerakyatan
4. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber daya Alam Secara Berkelanjutan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Dan Penegakan Hukum
6. Mengembangkan Pembinaan Kehidupan Beragama.
E. Pendidikan
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan
bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga Negara. Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan dari setiap penduduk merupakan salah satu indikator
penting penilaian keberhasilan pembangunan suatu bangsa/daerah. Dalam
beberapa tahun terakhir, hasil pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar,
khususnya dalam bidang pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian yang
serius. Dengan demikian, masalah pokok pada bidang pendidikan terletak pada
dalam mendapatkan layanan khususnya dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun
menuju penuntasan pendidikan 12 tahun pada tingkat pendidikan menengah. Hal
ini terkait dengan mutu pendidikan yang jika dihubungkan dengan Standar
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Nasional Pendidikan belum sepenuhnya memadai dan terjamin dengan baik.
Berikut jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam mendukung kehidupan sosial, pendidikan merupakan salah satu
faktor penting untuk menjamin mutu sumber daya manusia (SDM). Tingkat
pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, pola tingkah laku dan interaksi sosial
seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas
untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Pendidikan akan secara langsung memberi
sumbangan terhadap keterampilan dan strategi kelangsungan hidup pada
seseorang. Berikut tabel jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar :
Tabel 4
Jumlah Sekolah Kabupaten  Kepulauan Selayar
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan selayar
F. Ekonomi
Aktifitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak jauh berbeda
dengan masyarakat pada umumnya di daerah lain di Pulau Sulawesi. Kegiatan
pada sektor pertanian, perdagangan, hotel, restoran dan jasa masih mendominasi
perekonomian masyarakatnya. Khusus pada sektor pertanian, sub-sektor







Kepulauan Selayar banyak bergantung pada hasil perikanan laut. Dengan kata
lain, mengingat potensi dan kondisi alamnya yang merupakan pulau-pulau kecil
(luas kurang dari 2000 km2), maka masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar
sangat mengandalkan pada perikanan dan pertanian.
Kinerja ekonomi Kepulauan Selayar tahun 2012
1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang oleh
sektor riil ekonomi kerakyatan yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif
lainnya yang berbasis sumber daya alam di sektor pertanian, jasa,
pertambangan dan angkutan serta peningkatan nilai tambah hasil produksi
pertanian dan sub sektornya ke sektor industri yang mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat;
2. pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk mempercepat arus
barang dan jasa;
3. mendorong investasi swasta dalam sektor perhubungan, energi serta sektor
lainnya dalam kerangka hasil kajian Blue Print Pengembangan Kabupaten
Kepulauan Selayar;
4. upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang rasional dan realistis
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
5. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
serta lembaga donor internasional untuk memperoleh dukungan pembiayaan,
program dan kegiatan, serta asistensi sebagai bagian dari upaya pemerintah
daerah atas keterbatasan pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah;
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6. sasaran ekonomi makro kabupaten kepulauan Selayar tahun 2012 yaitu
pertumbuhan ekonomi pada kisaran 8,6 – 9%, pendapatan perkapita Rp.11
juta rupiah. Berikut tabel lapangan usaha kaubpaten kepulauan selayar yaitu :
Tabel 5
Jenis lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar
No Lapangan Usaha
1. Pertanian
2. Pertambangan & Galian
3. Industri
4. Listrik dan air minum
5. Bangunan




8. Bank dan lembaga
keuangan lainnya
9. Jasa-jasa
Sumber: BPS Kepulauan Selayar dalam Angka 2012
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan Benteng merupakan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kecamatan ini berada di pinggir laut berhadapan langsung dengan Pulau Pasi,
dimana sarana transportasi dari luar yang paling dekat adalah Dermaga Rauf
Rahman. Lapangan udara terdekat dan satu-satunya yang ada di Kepulauan
Selayar adalah Bandar Udara H. Aroeppala yang terletak di Padang beberapa
kilometer sebelah selatan Benteng.
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Kecamatan Benteng berpenduduk sebanyak 22.412 yang terdiri dari laki-
laki 10.748 jiwa dan perempuan 11.664 jiwa, yang memiliki 3 kelurahan dengan
luas 7,12 km2 . Dari luas wilayah tersebut tamapak bahwa Kelurahan Benteng
Utara memiliki wilayah terluas yaitu 3,18 Km2 . Terluas kedua adalah Kelurahan
Benteng Selatan dengan luas 2,00 Km2 , sedangkan yang paling kecil wilayahnya
adalah Kelurahan Benteng dengan luas 1,94 Km2.Seperti tabel 5 dibawah ini :
Tabel 6






Desa/ Kelurahan LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
I Kelurahan Bentengg
Utara
2.590 2.756 5.345 3,18
2 Kelurahan Benteng
Selatan
3.554 3.755 7.309 2,00
3 Kelurahan Benteng 4.605 5.153 9.758 1,94
Sumber : BPS, Kepulauan Selayar dalam angka 2013
Wilayah Kecamatn Benteng adalah wilayah daratan rendah dengan latar
belakang masyarakatnya adalah berkebun atau bertani, Nelayan, Pegawai Negri
Sipil (PNS), POLRI, dan TNI. Namun kebanyakan dari masyarak Kecamatan
Benteng berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS). Mayoritas penduduk
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Kecamatan Benteng memeluk agama Islam yakni 97% sedangkan 3% memeluk
agama Kristen dan lain-lain.27
Jumlah pemilih yang berada disetiap Kecamatan Kabupaten Kepulauan
Selayar, menunjukkan bahwa jumlah pemilih terbanyak yaitu Kecamatan Benteng
sebanyak 22.323 pemilih ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat
baik. Berikut daftar tabel jumlah pemilih berdasarkan setiap kecamatan :
Tabel 7
Daftar Pemilih Di Kabupaten Kepulaun Selayar Menurut Kecamatan









9 Pasimasunggu Timur 7.865
10 Pasimarannu 10.323
11 Pasilambena 7.483
Sumber: KPUD, Kepulauan Selayar Tahun 2014
Berikut jumlah pemilih yang berada di Kecamatan Benteng menurut
Kelurahan yang ada di Kecamatan Benteng di antaranya Kelurahan Benteng,
Kelurahan Benteng Selatan, dan Kelurahan Benteng Utara. Pada tabel dibawah
ini.
27 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar.
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Tabel 8
Jumlah Pemilih Menurut Kelurahan di Kecamatan Benteng.
NO KELURAHAN PEMILIH
1 BENTENG 9.719
2 BENTENG SELATAN 7.279
3 BENTENG UTARA 5.325
JUMLAH 22.323
Sumber: KPUD, Kepulauan Selayar Tahun 2014
H. Profil Singkat Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
1. Prabowo Subianto – Hatta Rajasa
Prabowo merupakan Purnawirawan Jendral yang saat ini menjabat sebagai
Ketua Umum Partai Gerindra. Putera Begawan ekonomi Indonesia Sumitro Joyo
Hadi Kusumo ini merupakan alumni AKABRI lulusan tahun 1974. Karir Prabowo
bisa dibilang sangat cemerlang. Beberapa jabatan strategis yang pernah
diembannya antara lain adalah Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
(1996-1998), Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
dan Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998). Pensiun dari dinas
militer, Prabowo Subianto beralih menjadi pengusaha, dan kemudian mendirikan
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Prabowo disebut-sebut sebagai
salah satu calon kuat Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, karena sering
berada di peringkat atas berbagai survey tentang calon presiden idaman rakyat.
Ir. M. Hatta Rajasa saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II dan sekaligus juga Ketua Umum
Partai Amanat Nasional. Insinyur Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi
Bandung (ITB) angkatan 1973 ini lahir di Palembang, 18 Desember 1953.
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Rentetan jabatan Menteri yang pernah dilakoninya antara lain Menteri Sekretaris
Negara Kabinet Indonesia Bersatu (2007-2009), Menteri Perhubungan Kabinet
Indonesia Bersatu (2004-2007), serta Menteri Negara Riset dan Teknologi
Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
Pasangan ini melaju dipemiliha presiden dengan mengantongi dukungan
sebanyak 61.137.746 (48,93%) suara gabungan partai politik pengusung yakni
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya
(Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB).
Visi dan Misi pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa yaitu :
Visi : Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur
serta bermartabat.
Misi : 1. Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman
dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam
menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD
1945.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya
manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi, cerdas, kreatif
dan terampil.
 Agenda program untuk menyelamatkan Indonesia
1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur
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2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan
3. membangun kembali kedaulatan pangan, energy dan sumberdaya alam
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi
pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial,
agama, budaya, dam olahraga
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur
7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup
8. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif
melayani.
2. Joko Widodo – Jusuf Kalla
Ir. H. Joko Widodo merupakan salah satu tokoh fenomenal saat ini. Tokoh
yang ahir di Surakarta, 21 Juni 1961 ini memiliki karir yang luar meningkat pesat
mulai dari Wali Kota Surakarta selama dua periode 2005-2015 dan menjadi
Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Jokowi merupakan idola media masa,
dimana beritanya sering membuat trending topic karena banyak gebrakan menarik
yang dilakukannya dan keberpihakannya kepada masyarakat kecil.
Muhammad Jusuf Kalla , adalah mantan Wakil Presiden Republik
Indonesia periode 2004-2009. Saat itu Jusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, sebagai pasangan Presiden dan Wakil
Presiden RI yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. Sebelum menjadi
wakil presiden, Pak Jusuf Kalla, demikian beliau akrab dipanggil, pernah
menjabat sebagai menteri di era presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri
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Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era presiden Megawati. Jusuf Kalla juga
pernah menjabat menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya periode
2004 - 2009. Kesibukan saat ini setelah menjadi wakil presiden adalah menjadi
Ketua Umum Palang Merah Indonesia.
Pasangan ini melaju dipemilihan presiden dengan berbekal 49.962.738
(39,97%) suara gabungan partai politik pengusung yakni  Partai Demokrasi
Indonesia Perjuamgan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Visi dan Misi pasangan nomor urut 2 pasangan Joko Widodo – Jusuf
Kalla yaitu :
Visi : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.
Misi : 1. Mewujudkan Keamanan nasional yang mampu mengjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara hokum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
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6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
 Sembilan Agenda Proritas
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
kebudayaan, maka dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan
kedepan, kesembilan proritas itu disebut NAWA CITA.
1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan menmbangun tata
kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan pengakuan hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar
internasional
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor ekonomi domestik
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa
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9. Kami akan memperteguh kebhinekaan dan meperkuat restorasi sosial
Indonesia.28
I. Gambaran Tentang Elite Politik Kecamatan Benteng
1. Dalam penelitian penulis membatasi hanya pada (governing elite).
Kecamatan Benteng sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah
satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun
tidak langsung kepada masyarakat. Elite politik lokal yang memerinta (governing
elite) di Kecamtan Benteng yaitu  Pak Camat, Pak Lurah Benteng, Pak lurah
Benteng Selatan, Pak Lurah Benteng Utara dan lain-lain. Lurah merupakan
pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, seorang
lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Peranan Camat dan Lurah sangat penting sekali disuatu wilayah,
khususnya bagi masyarakat. Sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat
dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung
tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk
menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat setempat. serta harus memiliki komitmen moral yang tinggi
atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Mereka
merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam
menciptaka pemilhan presiden yang sempurna agar masyarakat bisa sadar bahwa
suara mereka sangat penting dalam pemilihan presiden.
28 http://www.kpu.go.id (Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2014. Pukul 15.00 Wita)
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2. Elite berasal dari kata latin eligere yang berarti memilih. Pada abad ke
14, istilah ini berkembang menjadi a choice of persons (orang-orang pilihan).
Kemudian pada abad ke 15, dipakai untuk menyebutkan best of the best ( yang
terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke 18, dipakai dalam bahasa
Perancis untuk menyebut sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka
dalam suatu masyarakat. Sementara itu, Amitai Etzioni mendefinisikan elite
sebagai kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan. Menurut Oxford English
Dictionary, istilah elite digunakan dalam bahasa Inggris paling awal pada tahun
1823, dan kemudian mulai tersebar secara luas melalui teori-teori sosiologi
tentang kelompok-kelompok elite, terutama dari hasil pemikiran Pareto. Dalam
perkembangan selanjutnya, menurut Bottomore, istilah elite secara umum
digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku
jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat.29
Camat dan Lurah merupakan salah satu elite yang memerintah (governing
elite) karena mempunyai kedudukan ditengah-tengah masyarakat. Serta
mempunyai peran yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat.




A. Peran Elite Politik Lokal (governing elite) Terhadap Masyarakat
Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014.
Elite politik lokal mempunyai peran yang sangat besar, posisinya sebagai
agen informal dalam proses demokratisasi didukung oleh keunggulan yang
dimiliki oleh elite politik lokal yaitu modal sosial. Elite lokal diartikan sebagai
seseorang atau kelompok yang dianggap sebagai perseorangan atau kelompok
yang mempunyai kecakapan dalam memberikan arahan dan pemahaman kepada
masyarakat mengenai bagaimana proses demokrasi. Salah satu bentuk cara dalam
mewujudkan demokrasi adalah dengan adanya pemilihan presiden secara
langsung yang menandakan adanya regulasi pemimpin secara teratur, terwujudnya
pergantian secara teratur akan menciptakan kesadaran akan hak-hak sipil dan
memahami pentinganya demokrasi. Dalam proses pelaksanaannya membutuhkan
dukungan dari berbagai element, terutama peran elite politik lokal dalam
membentuk konsolidasi pada proses demokratisasi. Fungsi elite lokal dalam
sosialisasi didaerah menjadi sangat penting karena posisinya yang sangat
strategis.30
Mengindentifikasi bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat
pada pemilihan presiden tahun 2014. Berdasarkan dari hasil survey yang telah
dilakukan dilapangan, dari 25 informan yang dimana 4 orang menduduki jabatan
30http://nasional.kompas.com/read/2012/10/23/09243431/Kegalauan.dan.Harapan.Pilpres.
2014( Diakses pada tanggal 5 agustus 2014. Pukul 11.00 Wita).
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pemerintahan yang disebut dengan (governing elite) elite yang memerintah
berikut nama-nama informan yang menduduki jabatan yaitu : Drs Makkasau
selaku Camat Benteng, Andi Aslin. S.Sos selaku lurah Benteng, Bau. S. Sos
selaku lurah Benteng Selatan, dan Andi Arifin Selaku lurah Benteng Utara.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 4 informan tentang peran elite
politik lokal, menunjukkkan bahwa peran elite politik lokal (governing elite) elite
memerintah, rata-rata informan mengatakan maksud dan tujuannya sama yaitu
agar dalam pemilihan presiden tahun 2014 suara masyarakat bisa digunakan dan
tidak golput (golongan putih) karena suara mereka berguna dan bermanfaat untuk
Negara lima tahun kedepan, maka dari itu hak suara masyarakat digunakan.
Sebagaimana dikemukakan oleh informan sebagai berikut.
Drs Makkasau selaku Camat Benteng mengatakan “peran saya dalam
pemilihan presiden tahun 2014 mengigatkan masyarakat agar tidak golput
(golongan putih) dan suaranya digunakan karena sebagai warga Negara
Indonesia yang baik kita harus ikut berpartisipasi agar terselenggaranya pemilu
dengan sempurna”31
Masyarakat disarankan menggunakan hak suaranya dan tidak golput
(golongan putih) dalam pemilihan presiden tahun 2014 agar terselenggaranya
pemilu yang sempurna. Elite politik lokal memiliki peran yang sangat penting
dalam fungsinya sebagai kontrol sosial dalam proses pemilihan presiden. Elite
politik lokal sebagai agen informal demokratisasi yang dianggap berkompeten dan
mempunyai kapasitas dalam mengajak, mengarahkan dan memberi pendidikan
31 Wawancara Dengan Drs, Makkasau Camat Benteng, 10 Mei 2014, Pukul 10.00 Wita.
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politik pada masyarakat luas diharapkan mampu untuk mematuhi peraturan dan
nilai lokal yang berlaku, demi menciptakan kondisi yang kondusif ketika
pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung. Berikut hasil wawancara
informan yang dikemukankan oleh Andi Aslin, S.Sos selaku lurah Benteng.
“ Mengigatkan masyarakat agar suaranya digunakan dalam pemilihan
presiden dan jagan golput (golongan putih)”.32
Sama halnya yang dikemukakan oleh Patta Bau. S. Sos selaku lurah
Benteng Selatan “saya sebagai lurah Benteng Selatan mengingat kepada
masyarakat agar dalam pemilhan presiden tahun 2014 haknya dalam pemilhan
presiden digunakan karena suaranya nanti menetukan negara kita lima tahun
kedepan”. 33
Pernyataan elite politik diatas, menyarankan agar kepada masyarakat agar
suaranya digunakan karena suaranya sangat menentukan lima tahun kedepan
negara kita. Elite politik adalah orang-orang yang sarat dengan pengalaman
politik, memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik, memiliki peran
atau kepemimpinan bagi kelompoknya dan sangat berperan dalam menjaga situasi
dan kondisi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu termasuk
didalamnya pemilihan presiden.
Berikut hasil wawancara yang dikemukanakan oleh Andi Arifin Selaku
Lurah Benteng Utara mengatakan “Bahwa sebagai warga negara yang baik kita
harus ikut ambil andil dalam pemilhan presiden karena kita mempunyai hak
32 Wawancara Dengan  Andi Aslin, S,sos, Lurah Benteng, 12 Mei 2014, Pukul 11.00
Wita.
33 Wawancara Dengan  Patta Bau S,sos, Lurah Benteng Selatan, 12 Mei 2014, Pukul
11.30 Wita.
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untuk memilih calon presiden atau pejabat pemirintah, maka dari itu kita harus
bisa ikut berparisipasi dan jangan golput (golongan putih)”.34
Dari Hasil wawancara dari 4 informan yang menduduki jabatan
pemerintahan (governing elite), mereka rata-rata mengigatkan kepada masyarakat
agar nanti suaranya digunakan dalam pemilihan presiden periode 2014-2019 dan
jangan melakukan golput (golongan putih) karena nanntinya suara mereka bisa
menentukan lima tahun depan negara kita.
Disini sangat beda jauh atau bertolak belakang dari pernyataan oleh elite
politik lokal (governing elite) dilapangan, ini sebabkan para pelaku elite politik
lokal yang “jahil” yang ingin mendapatkan suara atau dukungan dari masyarakat
yang banyak. Berikut hasil wawancara kepada masyarakat tentang bagaimana
peran elite politik (geverning elite) terhadap masyarakat.
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Elite Politik Lokal Dimasyarakat
Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014.
Hasil wawancara kepada masyarakat tentang bagaimana persepsi
masyarakat terhadap peran elite politik lokal dimasyarakat menjelang pemilihan
presiden tahun 2014. 11 informan mendapat kostum kampanye (baju,rompi dan
topi) agar nantinya bisa ikut berkampanye dan mendukung salah satu presiden,
diantanya informan dari kelurahan Benteng Utara 3 informan, Kelurahan Benteng
Selatan 4 informan, dan Kelurahan Benteng 4 informan. Berikut perolehan data
wawancara dengan informan yang mendapatkan kostum kampanye (baju, topi,
dan rompi) pada saat dilokasi penelitian yang mengatakan bahwa :
34 Wawancara Dengan Andi Arifin Lurah  Benteng Utara, 13 Mei 2014, Pukul 10.00
Wita.
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“kalau saya di berikan baju kampanye agar nanti saya bisa ikut berkampanye
dengan calon nomor urut dua ” 35
Elite politik lokal lebih sering menampilkan pendidikan politik tidak sehat
kepada masyarakat. Pelanggaran etika politik berupa pembagian kostum
kampanye (baju, topi, dan rompi) dilakukan sejumlah elite hanya untuk mengejar
ambisinya untuk memenangkan calonnya pada saat pemilihan presiden dan ini
dilakukan secara nyata maupun sembunyi-sembunyi serta tanpa rasa malu.
Sama halnya yang dikemukakan oleh saudara Hasraufyana “saya di
berikan baju kampanye agar nanti saya bisa memilih presiden yang didukungnya
yaitu nomor urut satu dan jika saya memilih presidennya infrastruktur jalan
menuju rumah saya akan diperbaiki.” 36
Elite politik lokal memberikan baju kampanye kepada masyarakat agar
dapat memilih presiden yang didukung dan mendapatkan infrastruktur yang lebih
baik untuk menuju kerumahnya karena informan tersebut mempunyai rumah yang
akses jalannya rusak maka dari itu elite politik mengandalkan kostum kampanye
dan memanfaatkan keadaan informan yang dimana akses menuju kerumahnya
kurang baik.
Kemudian dikemukakan oleh saudara Rahmatia “saya diberikan topi
kampanye agar nantinya bisa memilih presiden nomor satu, saya diberikan topi
35 Wawancara Dengan  Nuryati, Kelurahan Benteng Uatara, Umur 35 Tahun, 6 Juni 2014,
pukul 12.00 Wita.
36 Wawancara Dengan Hasraufyana B, Kelurahan Benteng  Selatan ,  Umur 25 Tahun, 8
Juni 2014, Pukul 15.00 Wita.
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karena mungkin dia melihat saya sering berhadap langsung dengan panas
matahari karena kebetulan saya berjualan dipasar” 37
Agar pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawantahan
kedaulatan rakyat dan hasilnya benar-benar merupakan bentuk kehendak rakyat,
UUD 1945 telah menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil. Para
pemilih juga dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia tanpa hambatan dari siapapun.38
Dikemukakan oleh saudara Muh.Asfah “saya diberikan baju kampanye
agar nanti saya bisa ikut saat berkampanye dan bisa menambah massa
pendukung nomor urut dua”. 39
Elite politik lokal memberikan baju kampanye agar nanti bisa ikut
berkampanye dan bisa menambah massa saat berkampanye, ini menunjukkan
bahwa dengan mempunyai banyak massa merupakan modal untuk memenangkan
pilpres tahun 2014.
Elite politik dengan berbagai cara untuk menawarkan isu-isu politik
dengan harapan agar masyarakat menjatuhkan pilihannya pada presiden yang
didukung.
Saudara Supriadi Cam “elite politik memberikan saya baju kampanye
agar nanti saya bisa memilih presiden pasangan Prabowo-Hatta”. 40
37 Wawancara Dengan Rahmatia, Kelurahan Benteng Selatan, Umur 30 Tahun, 9 Juni
2014, Pukul 19.00 Wita.
38 Janedri M Gaffar, Politik Hukum Pemiluh, Konstitusi Press, Jakarta 2012, hal 38.
39 Wawancara Dengan Muh. Asfah, Kelurahan Benteng, Umur 26 Tahun, 11 Juni, Pukul
09.00 Wita.
40 Wawancara Dengan Supriadi Cam, Kelurahan Benteng, Umur 50 Tahun, 13 Juni 2014,
Pukul 9.30 Wita.
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Usaha yang dilakukan elite politik sangat tidak etis tidak patuk untuk
dicontoh para elite politik yang lainnya, seharusnya sebagai pejabat pemerintah
kita harus netral dalam pilihan masyarakat biarkan masyarakat yang menentukan
pilihan tanpa ada campur tangan dari siapapun.
Dikemukakan oleh saudari Rusdi “saya diberikan baju kampanye supaya
bisa memilih presiden yang didukunya yaitu nomor urut dua dengan memilih
nomor urut dua maka saya akan diperhatikan karena pasanagan nomor urut dua
memengtingkan suara masyarak kecil .”41
Berdasrkan pernyataan informan diatas, dapat dipahami bahwa elite politik
lokal memberikan baju kampanye agar bisa mendukung presiden yang
didukungnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh elite politik untuk bersaing pada
pemilihan presiden dapat kita lihat dengan adanya pembagian baju kampanye.
Kegiatan ini tidak lain bertujuan untuk mendapatkan suara yang banyak. Dan tak
jarang jika usaha-usaha elite politik dalam mempengaruhi pemilih cenderung
negative.
Dikemukakan oleh saudara Daud “saya diberikan rompi dan baju
kampanye agar bisa bisa mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf kalla
karena  Jusuf kalla  dari Sulawesi Selatan ” 42
Elite politik lokal memberikan rompi dan baju kampanye dan mengangkat
daerah Sulawesi Selatan karena Jusuf kalla merupakan dari Sulawesi selatan agar
mendapatkan dukungan.
41 Wawancara Dengan Rusdi, Kelurahan Benteng Utara, Umur 50 Tahun, 13 Juni 2014,
pukul 12.00 Wita.
42 Wawancara Dengan  Daud, Kelurahan Benteng Selatan, Umur 35 Tahun, 15 Juni 2014,
Pukul 13.00 Wita.
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Usaha-usaha ini akan sangat efisien dilakukan oleh elite politik lokal jika
menghadapi pemilih yang cenderung pragmatis. Karena mereka hanya akan
mempertimbangkan untung dan rugi bagi dirinya. Merebaknya kultur pragmatis
dikalangan elite politik dan masyarakat kini menjadi jual mahal, tak mau beranjak
jika tidak ada ongkos politik. Pemilih yang demikian tentunya bukanlah pemilih
yang cerdas dan kritis. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi pada negara
mereka ketika mereka memilih hanya untuk keuntungan semata saja.
Dikemukakan oleh saudara Muchtar “saya diberikan baju dan topi
kampanye supaya memilih pasangan Jokowi – JK karena pasangan ini
memengtingkan rakyat yang kurang mampu”.43
Keadaaan elite politik saat ini sangat memprihatinkan, pada saat ini ada
elite politik yang mengklaim bahwa mereka sangat peduli dengan masyarakat
kecil, tetapi ternyata mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi
dimasyarakat yang sesungguhnya. Umumnya para elite politik dalam mencapai
cita-citanya lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok
dengan menghalalkan segala cara dan tidak pernah berpikir untuk mengedepankan
kepentingan yang lebih luas apalagi berpikir persatuan dan kesatuan bangsa.
Dikemukakan oleh saudari Aminah “ saya diberikan baju kampanye dan
disuruh untuk memilih nomor urut dua karena berasal dari daerah yang sama
.”44
43 Wawancara Dengan Muhtar, Kelurahan Benteng Utara, Umur 45 Tahun, 15 Juni 2014,
Pukul 20.00 Wita.
44 Wawancara Dengan  Aminah, Kelurahan Benteng, Umur 35 Tahun, 15 Juni 2014,
Pukul 20.10 Wita.
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Tidak bisa dipungkiri bahwa elite politik lokal menggunakan kostum
kampanye (baju, rompi, dan topi) untuk mencari dukungan dan mengangkat nama
daerah guna untuk kemengangan calon presidennya. Pembagian kostum
kampanye kepada masyarakat merupakan salah satu peran elite politik untuk
meraih dukungan yang banyak.
Dikemukakan oleh saudara Muhammad Syair. S “saya diberiakan baju
kampanye untuk mendung pasangan nomor urut dua”. 45
Dalam situasi demikian peranan elite politik ditengah-tengah masyarakat
sangat mengubah pola pimikiran masyarak karena dengan membagikan kostum
kampanye  elite politik bisa mendapat dukungan yang banyak karena kostum
kampanye merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengajak masyarakat
untuk bisa memilih calom presiden yang didukung.
Sama halnya yang dikemukakan oleh Sri Ismayanti “saya diberikan rompi
kampanye agar bisa ikut berkampanye dan memilih presiden nomor urut satu
yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa” 46
Berdasarkan hasil wawancara dari 11 informan yang kebanyakan informan
mendapatkan baju kampanye untuk mendukung salah presiden, dimana elite
politik lokal mengunakan kostum kampanye sebagai alat untuk mencari suara atau
dukungan dari masyarakat agar bisa ikut dalam acara kampanye dan mendukung
presidennya.
45 Wawancara Dengan Muhammad Syair, Kelurahan Benteng Selatan, Umur 25 Tahun,
17 Juni 2014, Pukul 20.15 Wita.
46 Wawancara Sri Ismayanti, Kelurahan Benteng, Umur 23 Tahun, 17 Juni 2014,
Pukul20.30 Wita.
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Selanjutnya hasil wawancara dengan 4 informan dimana persepsi informan
diberikan arahan oleh elite politik lokal (governing elite) dimana 4 informan ini
baru berusia 18 dan 19 tahun yang belum tau banyak tentang pemilihan umum
atau pemilihan presiden, Maka dari itu elite politik lokal memberikan arahan
dengan cara langsung menyebutkan presiden yang didukung dan menjelakan visi
misinya tanpa memberikan kostum kamapanye, uang dan lain-lain. Dimana 1
informan dari Kelurahan Benteng Utara, 1 informan dari Kelurahan Benteng
Selatan, dan 2 informan dari Kelurahan Benteng. Berikut hasil wawancara 4
informan yang mendapat arahan.
Dikemukakan oleh Ikha “saya diberikan arahan supaya bisa memilih
calon presidennya yaitu pasangan calon nomor urut satu dengan
memperkenalkan visi misi pasangan calon nomor satu”.47
Elite politik lokal mempengaruhi informan dengan cara memberikan
arahan agar bisa memilih calon presiden yang didukungnya dengan
memperkenalkan visi misinya. Elite politik sangat beperan dimana dengan
posinya sebagai pejabat tinggi didaerah, kaum elite politik lokal sering
menggunakan jabatanya dalam mendapatkan suara. Dengan demikian dapat
memudahkan mendapatkan suara yang banyak.
Sama halnya yang dikemukakan oleh Tenri “saya disarankan agar nanti
memilih calon presiden nomor urut dua yaitu pasangan Joko Widodo dan Jusuf
Kalla pasangan tersebut merupakan salah satu putra Sulawesi Selatan”. 48
47 Wawancara Dengan Ikha, Kelurahan Benteng,  Umur 18 Tahun, 5 Juni 2014, Pukul
12.00 Wita.
48 Wawancara Dengan Tenri, Kelutahan Benteng Selatan, Umur 18 Tahun, 8 Juni 2014,
Pukul 15.30 Wita.
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Peryataan informan diatas, bahwa elite politik lokal memberikan arahan
agar nanti memilih calon presiden nomor urut dua. Ini menunjukkan bahwa elite
politik lokal memanfaatkan nama daerah untuk meraih suara yang banyak. Elite
politik lokal memiliki peranan dan posisi yang sangat strategis, dimana mereka
dapat dilihat dari berbagai peran yang dimainkan, Masing-masing mereka
memiliki kepentingan dalam usaha mereka menguasai dan mempengaruhi
masyarakat guna untuk memenangkan pasangan calon presiden yang didukung.
Elite politik berorientasi pada kemenangan dan bagaimana caranya dapat
memperoleh kekuasaan rakyat. Sungguh sangat ironis apabila kepentingan seluruh
rakyat Indonesia, dipercayakan pada elite-elite tersebut. Lagi- lagi kita harus
menjadi pemilih yang sangat cerdas menghadapi perilaku dan usaha elite politik
untuk mempengaruhi pilihan kita pada pemilu.
Dikemukakan oleh Baso “saya diberikan saran agar pada pemilihan
presiden tahun 2014 agar memilih pasangan nomor urut dua karena pasangan
tersebut merupakan pasangan yang serasi yang bisa untuk mengubah dan
memajukan Negara Indonesia .”49
Sama halnya yang dikemukakan oleh Yunus “ saya diberikan arahan agar
memilih presiden nomor urut dua agar bisa mendapatkan kelayakan hidup bagi
kaum masyarakat menengah kebawah”. 50
Berdasarkan hasil wawancara 4 informan bahwa 4 informan mendapat
arahan dari elite politik lokal untuk mendukung presidennya dengan tidak
49 Wawancara Dengan Baso, Kelurahan Benteng, Umur 18 Tahun, 12 Juni 2014, Pukul
10.00 Wita.
50 Wawancara Dengan Yunus, Kelurahan Benteng utara, Umur 19 Tahun, 16 Juni 2014,
Pukul 12.00 Wita.
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memberikan apapun dalam bentuk barang (kostum kampanye), uang dan lain-lain
karena para pemilih pemulah ini belum banyak mengetahui tentang pemilu. Maka
dari itu elite politik lokal memberikan suatu pengjelesaan mengenai presiden yang
didukung baik misi visinya maupun program unggulan salah satu presiden.
Selangjungnya hasil wawancara dari 6 informan  dengan cara
memanfaatkan pendekatan oleh keluarga atau kerabat, dengan berhubungan baik
maka elite politik lokal meminta dukungan kepada keluarga atau kerabatnya untuk
mendukung presiden yang didukungnya. Berikut hasil wawancara 6 informan
yang diminta agar mendukung calon presidennya. Diantaranya 2 informan dari
Kelurahan Benteng Utara, 2 informan dari Kelurahan Benteng Selatan, dan 2
informan dari Kelurahan Benteng. Berikut hasil wawancara informan :
Dikemukakan oleh Hj. Asliah “ Dia meminta dukungan kepada saya agar
nantinya pada pemilihan presiden tahun 2014 agar mendukung pasangan
presiden  nomor satu”. 51
Elite sebagaimana kita pahami individu yang mempunyai keahlian yang
diatas rata-rata memainkan peran penting dalam kaitannya dengan kekuasaan.
Dalam perubahan sosial kalangan elite yang memiliki peranan penting, merekalah
sebenarnya yang memberi acuan dan memberi arah terhadap perkembangan dan
dinamika masyarakat.
Sama halnya yang dikemukakan oleh ST. Alwati “Meminta dukungan
kepada saya agar dalam pemilhan presiden nanti bisa mendukung presiden yang
51 Wawancara Dengan Hj. Asliah, Kelurahan Benteng Utara, Umur 36 Tahun, 4 Juni
2014, Pukul 19.00 Wita.
59
didukungnya yaitu nomor urut satu jika ingin melihat Indonesia menjadi kuat dan
bersaing dengan negara-negara lain”.52
Elite politik lokal melakukan Pendekatakan kepada keluarga dan kerabat
karena mereka adalah orang-orang yang bisa secara cepat atau gampang dimintai
dukungan untuk memilih presiden yang didukungnya karena orang-orang tersebut
sudah akrap dan sudah tau satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari.
Dikemukakan oleh Sukmawati R “ Saya diminta agar pada pemilhan
presiden tahun 2014 agar memilih pasangan nomor dua karena nomor dua
merupakan pasangan yang sangat memengtingkan rakyat kecil” 53
Sama halnya yang dikemukakan oleh Marwiah “saya diminta supaya bisa
mimilih presiden nomor urut dua Jokowi – JK ” 54
Ini sudah menunjukkan bahwa dengan cara meminta dukungan kepada
keluarga dan kerabat elite politik bisa mendapat dukungan yang banyak karena
sudah saling memahami karakter masing-masing. Kedatangan mereka ditengah
keluarga dan kerabat ini tidak lantas hanya untuk tujuan silaturahmi saja,
melainkan mereka juga mempersiapkan strategi-strategi yang dapat memberika
efek pencitraan terhadap salah satu calon presiden. Kegiatan pencitraan ini dapat
berupa janji-janji yang baik kepada mereka dan melakukan perubahan atau
pembangunan yang terjadi dilingkungan masyarakat tertentu demi mendapat
simpati mereka.
52 Wawancara Dengan ST. Alwati, Kelurahan Benteng, Umur 30 Tahun, 10 Juni 2014,
Pukul 09.00 Wita.
53 Wawancara Dengan Sukmawati R, Kelurahan Benteng Utara, Umur 33 Tahun, 13 Juni
2014, Pukul 12.00 Wita.
54 Wawancara dengan Marwiah, Kelurahan Benteng Selatan, Umur 33 Tahun, 15 Juni
2014, Pukul 16.30 Wita.
60
Dikemukakan oleh Hj. Paha “ Meminta saya agar pada pemilihan
presiden supaya memilih presidennya yang didukung yaitu pasangan nomor urut
dua karena pasangan nomor dua tepatnya Jusuf Kalla merupakan putra dari
Sulawesi Selatan yang nantinya akan memperhatikan daerah kita untuk menjadi
lebih baik ” 55
Elite politik sangat jeli melihat keadaan masyarakat yang bisa dimintai
dukungan dengan mengandalkan keluarga dan kerabat dengan mengandalkan
nama daerah tidak sedikit masyarakat bisa ikut memilih pasangan nomor urut dua
karena merupakan pasangan calon presiden dari Provensi Sulawesi Selatan.
Sama halnya yang dikemukakan oleh Henri “Saya diminta untuk
mendukung calon presiden nomor urut dua ”56
Berdasarkan hasil wawancara 6 informan bahwa informan dimintai untuk
memilih presiden yang didukungnya elite politik memanfatkan hubungan keluarga
dan kerabat agar nanti bisa memilih presiden yang didukungnya pada saat
pemilihan presiden tahun 2014.
Dalam setiap pertarungan politik, usaha-usaha untuk mencapai
kemenangan dan beradu popularitas pasti ada. Setiap usaha-usaha elite politik
untuk mendapatkan pengaruh dimasyarakat tentunya tidak lepas dari dampak-
dampak yang ditimbulkan. Jika kita melihat dampak-dampak yang ditimbulkan
pada setiap usaha yang dilakukan elite politik maka akan berdampak positif
sekaligus negatif.
55 Wawancara Dengan Hj, Paha, Kelurahan Benteng, Umur 40 Tahun, 17 Juni 2014,
Pukul 13.00 Wita




Usaha elite politik berdasarkan uraian diatas meskipun dilakukan dengan cara-
caranya tidak elegan dan etis, namun juga dapat dilihat sebagai hal positif,
khususnya dalam hal partisipasi masyarakat, antara lain :
1. Kampanye yang dilakukan oleh elite-elite politik memudahkan rakyat
untuk mengenal satu-persatu calon kandidat pemimpin.
2. Usaha yang dilakukan dapat memberikan pengaruh perolehan suara
terhadap elite-elite politik tertentu.
3. Mendorong rakyat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi
 Dampak Negatif
Namun, dalam usaha tersebut dampak negatif tidak dapat terelakkan.
kompetisi-kompetisi politik pasti akan menimbulkan banyak pihat yang
dikorbankan baik itu materi maupun non materi. Adapun dampak negatif dari
usaha-usaha tersebut adalah :
1. Konflik anatar elite politik tidak dapat terelakkan, karena adanya usaha
saling menjatuhkan antara elite-elite politik tertentu.
2. Biaya pencalonan sebagai calon pemimpin semakin mahal, karena banyak
digunakan untuk kampanye.
3. Keterpilihan pemimpin tidak lagi didasarkan pada rekam jejak atau track
record yang telah dialakukan, tetapi didasarkan pada berapa besar uang
yang mereka keluarkan untuk membeli suara.
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4. Tingkat korupsi dikalangan penguasa pemerintahan semakin menjadi. Hal
ini terbukti ketika banyak anggota legislatif yang tertangkap oleh KPK
karena kasus korupsi.
5. Legitimasi rakyat terhadap pemimpin terpilih sangat rendah
6. Moralitas pemimpin yang semakin rendah. Terbukti pada kasus-kasus
pemimpin baik dipemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang
cenderung imoral. Contoh : Pada saat diadakannya rapat dipemerintahan
pusat, para pemimpin legislatif saling adu jotos demi mempertahankan
argumentnya. 57
Dalam pencarian suara terbanyak uang merupakan modal utama bagi para
elite politik untuk dapat memenangkan kursi kekuasaan. Karena dalam melakukan
kampanye-kampanye politik, para elite politik harus menyediakan media-media
yang dapat memperkenalkan dirinya pada masyarakat luas. Siapa yang paling
aktif dalam melakukan kampanye maka ia berpeluang besar untuk terpilih karena
ketenarannya.Untuk itu semua, diperlukan banyak modal, khususnya finansial,
untuk mendongkrak citra terutama bagi yang kadar popularitasnya rendah.





Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sabagai berikut:
1. Peran ellte politik lokal (governing elite) elite yang memerintah
memberikan arahan kepada masyarakat agar nantinya pada pemilihan
presiden tidak golput (golongan putih) karena suara mereka
menentukan nasib negara kita lima tahun kedepan.
2. Persepsi masyarakat mengenai peran elite politik justru kontaradiktif
disatu sisi elite politik lokal menyarankan untuk menggunakan hak
suaranya untuk tidak golput dan memilih sesuai dengan hati nurani tapi
disisi lain adanya persepsi masyarakat terhadap peran elite politik
justru sebaliknya dengan meminta dukungan kadidat yang diinginkan.
Ini disebabkan oleh elite-elite “jahil” yang ingin mendapat suara atau
dukungan masyarakat. Adapun usaha-usaha elite politik politik yaitu
dengan membangikan kostum kampanye (baju, rompi dan topi),
mempengaruhi pemilih pemulah dengan cara langsung menyuruhnya
untuk memilih calon yang didukungnya dengan menjelaskan visi
misinya, dan elite politik juga memanfaatkan sahabat dan kerabat




Adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
1. Agar para ilmuan sosial memanfaatkan hasil penelitian sebagai
wawasan pengetahuan mengenai peran elite politik lokal serta persepsi
masyarakat tentang peran elite politik lokal dimasyarakat.
2. Masyarakat seharusnya memilih calon presiden dengan menggunakan
hati dan pikiran yang sesuai harapan 5 tahun kedepan negara kita dan
sesuai visi dan misi untuk membangkitkan negara kita untuk lebih
maju dan bersaing dengan negara-negara yang lain.
3. Masyarakat seharusnya tidak tertarik dengan janji-janji dan pemberian
elite politik lokal agar terciptanya pemilihan presiden yang bersih
tanpa adanya saling mengjatuhkan.
4. Sebagai warga Negara yang baik kita harus membuat pemilihan umum
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